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Tanah Negara merupakan Tanah yang dikuasal langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak
atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan bukan merupakan aset barang milik negara/barang
milik daerah. Kabupaten Gowa memiliki peraturan daerah khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
No 3 Tahun 2014 tentang Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara. Sebelum Peraturan
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 terbit, pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan
masing-masing individu dalam masyarakat seringkali dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena
itu dalam hal ini keterlibatan pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal pengel olaan tanah negara
dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya menerapkan aturan dengan mengeluarkan perda kabupaten.
Bupati yang mempunyai kuasa penuh di kabupaten berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi bagi
siapapun pihak yang ingin memanfaatkan dan atau menggunakan tanah negara tersebut. Metode penelitian
yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah
Negara dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasl|
penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola tanah negarayang
dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebagai tugas pembantu yang terkait
dengan pengel olaan tanah negara, tetapi status dan legalitasnya adalah rekomendasi persetujuan Bupati.
Diberlakukannya syarat rekomendasi izin oleh Bupati terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah
negara secara tegas mampu mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan mewujudkan
prinsip-prinsip penggunaan dan kesetaraan semua warga negara.

...... State land island that is directly controlled by the state which is not attached to any land rights, is not
waqf land, is not ulayat land and is not an asset of state property/regional property. Gowa Regency has a
special regional regulation, namely Gowa Regency Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning
Controlling the Use and Utilization of State Land. Before the Gowa District Regulation Number 03 of 2014
was issued, the use of state-owned land for the benefit of each individual in the community was often carried
out in an inappropriate manner. Therefore, in this case the involvement of the government through local
governments in terms of managing state land in terms of its use and utilization applies the rules by issuing
district regulations. The regent who has full power in the district is authorized to issue a letter of
recommendation for anyone who wants to use and or use the state land. Normative juridical research
method, namely research conducted to examine written legal norms to analyze Gowa Regency Regiona
Regulation Number 03 of 2014 concerning Utilization and Use of State Land with secondary data types and
data collection tools for document studies or library materials. The results of the study indicate that the
responsibility of the Regional Government in managing state land delegated by the Central Government to
the Regional Government is as an auxiliary task related to the management of state land, but its status and
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legality is the recommendation of the Regent's approval. The implementation of the requirements for permit
recommendations by the Regent related to the use and utilization of state land is expressly capable of
achieving peopl€e's prosperity in afair and equitable manner by realizing the principles of use and equality of
al citizens.



